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Abstract
This study discusses the sanctions imposed by the KPPU in the price fixing agreement and how the Commission Council considers the price fixing agreement. This research uses normative legal research, with the research approach used in this study using a statutory approach and a case approach and the data collection method in this research is library research. The results of this study are that the administrative sanctions imposed on the Reported Parties in this decision are only to notify the Business Competition Supervisory Commission in writing before taking any business actor policies that will affect the business competition map. The reported parties should be subject to administrative sanctions in the form of fines. However, due to the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially Article 48 and also Article 49 concerning additional penalties in this Law, it was removed. Then, according to Article 5 of Government Regulation Number 44 of 2021, especially in paragraph (1) letter c, the Commission Council in deciding this case considered a clear reason, namely the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. So, the Reported Parties in this case were only given administrative sanctions and they were not given. Then, in deciding the case, the Commission Council considered it from the philosophical, sociological and juridical aspects.
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PENDAHULUAN
	Bersamaan dengan era revolusi industri seperti sekarang ini, persaingan di dalam dunia bisnis selalu semakin kuat dan ketat diantara para pelaku usaha. Hal ini membuat berbagai perusahaan berlomba untuk merebut dan mempertahankan pasarnya. Disamping bersamaan dengan era revolusi industri ini, bertepatan pula dengan munculnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang implikasinya berdampak sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga para pelaku usaha mengalami banyak kesulitan. Jadi, untuk menghadapinya berbagai perusahaan terpaksa mencari strategi yang lebih tepat lagi untuk memaksimalkan pendapatan atau laba, dan juga untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan harapan para pelaku usaha dapat mempertahankan pasarnya dan memenangkan persaingan.
	Dalam melakukan kegiatan suatu usaha, pasti tidak lepas dari adanya persaingan antar pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya. Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal.[footnoteRef:1]  Salah satu jenis persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha yaitu para penjual bersaing untuk mendapatkan pembeli. 	 [1: 	 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Bogor:Ghalia Indonesia,2004), h. 13
] 

	Dampak positif yang dihasilkan dari adanya persaingan usaha adalah menimbulkan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Tetapi, disatu sisi terdapat juga dampak negatif yang dihasilkan dari adanya persaingan usaha apabila persaingan usaha yang terjadi diantara pelaku usaha tidak sehat karena hal ini dapat merusak Negara dan merugikan masyarakat. Salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat adalah perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan diantara pelaku usaha (produsen atau penjual) maka, meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan. Adanya kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.
	Munculnya persoalan dari dampak negatif yang dihasilkan karena adanya persaingan usaha yang tidak sehat, memberikan ide agar persoalan tersebut diatur  dalam satu Undang-Undang. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-Undang ini menjamin adanya kepastian hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.  Undang-Undang ini juga melarang adanya perjanjian yang menghambat persaingan, penyalahgunaan monopoli dan fusi antara perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar. Dengan begitu, undang-undang ini menjamin akses ke pasar untuk semua pihak dan kebebasan bagi setiap peserta pasar untuk bisa mengambil keputusan secara bebas.[footnoteRef:2]   [2: 	 Wolfgang Kartte, dkk., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, (Jakarta:Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2000), h.1
] 

	Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tercantum pada Pasal 3 yaitu: a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku-pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. 
	Agar pelaksanaan undang-undang ini dapat berjalan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka dibentuklah sebuah lembaga pengawas yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU dibentuk berdasarkan Keppres  Nomor 75 Tahun 1999.[footnoteRef:3]  Lembaga pengawas ini merupakan lembaga independen yang terbebas dari pengaruh pemerintah atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menangani, memutus dan melakukan penyelidikan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. [3: 	 Andi Fahmi Lubis, et. al., Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017),  h.311] 

	Tetapi, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut dimuat dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, lebih tepatnya pada Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 118. Secara garis besar, terdapat empat poin penting yang terkait dengan penegakan hukum anti monopoli. Pertama, upaya keberatan berubah dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam memberikan argumen yang lebih kuat dalam pengadilan. Kedua, penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi menjadi ranah MA. Ketiga, penghapusan batasan denda maksimal. Dalam hal ini KPPU masih mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari perubahan dalam UU Ciptaker. Keempat, terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mengutamakan sanksi administratif. Namun, sanksi pidana tetap berlaku untuk pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam penegakan persaingan usaha.[footnoteRef:4] [4: 	 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa38acac9fab/4-poin-penting-terkait-penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-uu-cipta-kerja?page=all, 4 Poin Penting Terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam UU Cipta Kerja, Fitri Novia Heriani, 5 November 2020] 

	Pada tahun 2020, terdapat tujuh maskapai penerbangan yang pada awalnya diduga melakukan kartel harga tiket dan perjanjian penetapan harga. Namun, setelah melewati penyelidikan mereka terbukti hanya melakukan perjanjian penetapan harga atas harga tiket angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri. Tujuh maskapai yang jadi terlapor atas kasus tersebut antara lain, PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT.Citilink Indonesia, PT.Sriwijaya Air, PT.NAM Air, PT.Batik Air, PT.Lion Mentari, dan PT.Wings Abadi. Dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2019, tujuh maskapai tersebut dinilai melakukan perjanjian penetapan harga dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
	Kasus ini diketahui karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penelitian inisiatif yaitu dengan cara membentuk tim monitoring tentang pelayanan jasa angkutan udara niaga kelas ekonomi dengan rute penerbangan di dalam negeri. Setelah diputus oleh KPPU bahwa para terlapor bersalah dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, salah satu terlapor yaitu PT. Garuda Indonesia menanggapi bahwa perusahaannya akan menghormati sepenuhnya putusan  KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019.
	Kasus pelanggaran ini bermula pada periode low season sebelum bulan November 2019, maskapai diberikan kebijakan memperbanyak penjualan tiket subclass sehingga harga tiket mengalami penaikkan karena untuk mengantisipasi penurunan demand. Otomatis para terlapor yaitu tujuh maskapai penerbangan bersama-sama memiliki kebijakan untuk menaikkan harga tiket subclass.  Namun, setelah periode bulan November 2019 kebijakan tersebut harus berakhir dan penjualan tiket subclass harus kembali dijual dengan harga rendah atau promo. Tetapi para terlapor tetap tidak menjual tiket ekonomi subclass dengan harga rendah atau promo dan bahkan cenderung lebih tinggi daripada periode high season pada bulan November-Desember tahun 2019.
	Hal ini dibuktikan dari kenaikan harga tiket rata-rata yang berbeda antara Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citilink, Sriwijaya Air, Wings Air dan NAM Air yang disebut sebagai Para Terlapor dengan maskapai selain para terlapor yaitu Air Asia. Harga tiket rata-rata bulanan para terlapor mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan harga tiket pada bulan November 2018. Kenaikan ini sangat berbeda dengan rata-rata harga bulanan Air Asia yang mengalami penurunan sebesar 16,68% pada periode setelah bulan November 2019.[footnoteRef:5] Perilaku Para Terlapor lainnya yang memiliki kesamaan yaitu adanya peningkatan pembatalan penerbangan sebagai upaya untuk menurunkan supply  sehingga penawaran harga tiket subclass dengan harga tinggi tetap terjaga. [5: 	   Putusan 15/KPPU-I/2019, h.93] 

	Telah terdapat concerted action, sehingga telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Hal ini menyebabkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia. Concerted action atau parallelism tersebut dilakukan melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh tujuh maskapai itu melalui kesepakatan tidak tertulis antar para pelaku usaha dan telah menyebabkan kenaikan harga serta mahalnya harga tiket yang dibayarkan konsumen.[footnoteRef:6] Concerted action identik dengan konspirasi menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kerja sama antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya untuk membuat kesepakatan dengan tujuan untuk menguasai pasar yang mengakibatkan monopoli. [6: 	  https://tirto.id/garuda-lion-5-maskapai-lain-divonis-bersalah-soal-harga-tiket-fK5u, Tirto.id, Garuda, Lion & 5 Maskapai Lain Divonis Bersalah soal Harga Tiket, Selfie Miftahul Jannah, 24 Juni 2020.] 


KERANGKA TEORI
1. Teori Utilitas
Teori ini dikembangkan pertama kalinya oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Dalam teori ini lebih menitikberatkan pada sebuah tujuan hukum yang dicapai memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat umum. Bentham menyatakan bahwa baik dan buruknya hukum harus diukur dari baik dan buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Prinsip-prinsip dasar ajaran yang dimiliki oleh Bentham adalah bahwa tujuan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan untuk para individu, baru kepada orang banyak atau disebut juga dengan “the greatest happiness of the greatest number”, prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena ukuran kualitas kesenangan selalu sama. Pada teori ini, yang dinilai adalah kemampuan dari institusi politik dan publik dalam memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, bukan karena dengan kesesuaiannya terhadap hak-hak alamiah atau keadilan yang mutlak. Utilitarianisme didasarkan oleh doktrin hedonism yang memandang bahwa manusia merupakan mahkluk yang berkesadaran, mahkluk yang mempunyai perasaan dan sensitivitas. Prinsip kemanfaatan ini ditujukan untuk menguji dan mengevaluasi segala kebijakan dan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah.[footnoteRef:7] Selain itu, Bentham juga menyimpulkan teori utilitas ini adalah sebagai berikut:[footnoteRef:8] [7: 	  Khazanah, “Jeremy Bentham”, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Tahun 2015),  h.419]  [8: 	  L. B. Curson,  Jurispridence, M & E Hand Book, (Lephas:Ujung Pandang,1979),  h.94] 

a. Utilitas adalah kandungan kebahagiaan sebuah obyek untuk memberikan prediksi tentang keuntungan, kebahagiaan menolak malapetaka yang sifatnya jahat;
b. Prinsip Utilitas membimbing manusia untuk menerima kecenderugan memperoleh keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan kebahagiaan;
c.  Kesenangan disamakan dengan kebahagiaan dan duka disamakan dengan kejahatan;
d. Suatu hal yang dikatakan memberikan keuntungan apabila suatu hal cenderung menambah kesenangan atau mengurangi jumlah penderitaan.

Sejalan dengan pemikiran Bentham, John Stuar Mill mengatakan bahwa perbuatan hendaknya mempunyai tujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.  Mill juga mengatakan keadilan itu sumbernya pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik sendiri maupun oleh orang lain yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan yaitu semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[footnoteRef:9]   [9: 	 H.R Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), h.44] 

2. Teori Perjanjian 
	Perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak[footnoteRef:10]. Perjanjian merupakan terjemahan dari kata ovreenkomst (Belanda) atau contract (Inggris).[footnoteRef:11] [10: 	 Ifada Qurrata’yun Amalia, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia. (Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945,2018),  h.23]  [11: 	 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),..., h. 160] 

	Subekti mengemukakan bahwa suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian atau persetujuan) itu adalah sama artinya.[footnoteRef:12] Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini memunculkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara garis besar, definisi pada Black’s Law Dictionary bahwa kontrak itu merupakan persetujuan antara para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.[footnoteRef:13] [12: 	   Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermassa,1987),  h.11]  [13: 	   Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Cet.1, (Jakarta : Sinar Grafika,2003), h.16] 

	Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, yang dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian tersebut.[footnoteRef:14] Kemudian, M.Yahya Harahap pun mengemukakan juga bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih dan memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain untuk suatu prestasi.[footnoteRef:15] Ketika melakukan perjanjian para pihak dapat memuat apapun yang mencakup dalam perikatannya, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Tetapi, asas kebebasan berkontrak bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam berkontrak melainkan harus memenuhi syarat bahwa perjanjian yang dilakukan adalah sah. Di dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas penting yang harus selalu dijadikan dasar apabila ingin membuat perjanjian atau kontrak, adalah sebagai berikut :[footnoteRef:16] [14: 	   Wirdjono Prodjodikoro,  Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung : CV. Mandar Maju,2000), h.5]  [15: 	   M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1979), h.6 ]  [16: 	 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris, (Jakarta:CV.Raih Asa Sukses, 2009), h. 7  ] 

a. Kebebasan berkontrak
Arti dari asas ini bahwa terdapat kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang untuk masyarakat jika ingin mengadakan perjanjian tentang apapun. Hal yang perlu diperhatikan dalam asas ini adalah perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang, keasusilaan dan ketertiban umum.
b. Asas konsensualitas
Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian atau kontrak yang sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Maksudnya, perjanjian atau kontrak itu sudah sah apabila sudah tercapainya kesepakatan tentang hal-hal apa saja yang sudah diperjanjikan. Bentuk dari asas ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan.
c. Asas itikad baik
Setiap orang yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus mempunyai itikad yang baik. Jika terdapat itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum.
d. Asas kepastian hukum
Asas ini muncul karena adanya jaminan dilaksanakannya perjanjian atau kontrak baik melalui arbitrase atau pengadilan. Mereka mempunyai wewenang untuk mengadili para pembuat perjanjian atau kontrak yang sedang berselisih paham dalam menghormati isi kontrak yang telah dibuat.
e. Asas kepribadian atau personalitas
Asas ini dapat menentukan seseorang yang akan melakukan atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan.

METODE PENELITIAN
	Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statutory approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library research). Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Sanksi Administratif Perjanjian Penetapan Harga dalam Putusan Majelis KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019
1. Jenis Sanksi Administratif yang Dijatuhkan
Adapun ketentuan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU berdasarkan pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16 ; dan atau
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau 
c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha 	tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau 
d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi 	dominan; dan atau 
e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan 	pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
f. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 	rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima 	milyar rupiah). 	
	Pada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 6 mengenai Jenis Sanksi dikatakan bahwa :
(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan 	administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan 	peraturan perundang-undangan.
(2)  Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 	berupa :
a. Penetapan pembatalan Perjanjian;
b. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
c. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek Monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
d. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk mengehentikan penyalahgunaan posisi dominan;
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau 
g. Pengenan denda, paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
	Dilihat dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 yang khususnya pada ayat (2) huruf f seperti dijelaskan sebelumnya bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif yaitu penetapan pembayaran ganti rugi untuk para konsumen bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi sanksi administrasi yang dikenakan kepada Para Terlapor dalam putusan ini hanya memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
	Jadi, dapat diperhatikan bahwa salah satu dasar hukum Undang-Undang Anti Monopoli yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 implementasinya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih belum sempurna. KPPU hanya memberikan sanksi administratif  yang dimana sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat yang pada kasus ini merupakan perjanjian penetapan harga oleh para pelaku usaha di bidang jasa penerbangan. Karena jika kita lihat kembali mengenai pembahasan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 ayat (2) huruf f bahwasanya KPPU diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif berupa pembayaran ganti rugi untuk para konsumen yang telah dirugikan akibat kegiatan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
	Selain itu, jika adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 juga bisa dijatuhkan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49.  Namun, pada tanggal 2 November 2020 disahkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini merupakan suatu strategi regulasi yang dapat meningkatkan iklim investasi, membuat dunia usaha menjadi lebih bergairah dan menjadi stimulus terciptanya iklim berusaha  yang lebih kondusif. Akibatnya, ada beberapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengalami perubahan atau revisi. Salah satu Undang-Undang yang terkena imbasnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga memunculkan perubahan dalam penegakan aturan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Penyebab Tidak Diberikannya Sanksi Denda
Untuk menganalisis subbab ini peneliti akan melakukan studi perbandingan terhadap pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebelum dan sesudah revisi yang ada kaitannya dengan subbab ini. Pertama, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) yang pada halaman sebelumnya sudah disebutkan poin-poinnya. Tetapi, dalam poin-poin yang disebutkan sebelumnya terdapat perubahan, yaitu sebagai berikut :
(2)	Tindakan administratif yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 	Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal 	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat seperti yang dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27;
d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang dimaksud dalam Pasal 25;
e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan 	pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau 
g. pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
	Kedua, Pasal 48 yang ketentuannya diubah bunyinya menjadi sebagai berikut:
(1)	Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana 	dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.
	Dalam Pasal 48 ketentuan sebelum diubah seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang pidana pokok bahwa terdapat juga pelanggaran bagi ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Dan disebutkan pula tentang pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Sampai Dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
	Ketiga, Pasal 49 yang dimana ketentuan dalam pasal ini sudah dihapus setelah adanya perubahan. Ketentuan pada Pasal 49 ini sebelum diubah bunyinya adalah sebagai berikut:
	Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaha;
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau 
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya 	kerugian pada pihak lain.

	Setelah memperhatikan studi perbandingan terhadap pasal-pasal pada Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 sebelum dan sesudah revisi tersebut, peneliti meninjau bahwa  penyebab adanya penghapusan denda dalam putusan KPPU nomor 15/KPPU-I/2019 ini adalah karena perubahan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 48 yang dimana hanya menyebutkan pemberian sanksi denda hanya diberikan bagi pelaku usaha atau pihak lain yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelidikan atau pemeriksaan dan menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Sehingga pemberian sanksi denda yang sebelumnya diberikan kepada pelaku usaha jika melanggar Pasal 4, Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dihapuskan. 
	Disamping itu, penyebab adanya penghapusan denda dalam putusan ini Majelis Komisi juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada ketentuan Pasal 5 Bab III tentang Kriteria Sanksi, Jenis Sanksi, dan Besaran Denda yang berisi sebagai berikut :
(1)	Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan :
a.	Sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh 	Pelaku Usaha;
b.	Dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku 	Usaha 	dan/atau; 
c.	Dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.
(2)	Penjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 	dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan 	Undang-Undang.
	Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tentang Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 khususnya pada ayat (1) huruf c, Majelis Komisi dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan alasan yang jelas yaitu karena adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian negara Indonesia dan recovery ekonomi diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi, pelaku usaha industri penerbangan telah mengalami banyak kesulitan bahkan sebelum terjadinya Pandemi. Oleh karena itu, para Terlapor dalam perkara ini hanya diperintahkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan mempengaruhi peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat selama 2 (dua) tahun setelah putusan ini yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diberikannya sanksi denda.
B. Pertimbangan Majelis KPPU dalam Perjanjian Penetapan Harga   
1. Pertimbangan Filosofis
Pada putusan ini, Majelis KPPU mempertimbangkan aspek filosofis dalam teori perjanjian. Salah satunya, perjanjian penetapan harga diantara pelaku usaha yang seharusnya bersaing di pasar adalah bentuk dari kolusi. Kolusi yaitu ketika pelaku usaha melakukan kerjasama atas tindakan mereka di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Majelis Komisi menilai bahwa para terlapor walaupun tidak adanya perjanjian tertulis tetapi terdapat concerted action atau parallelism yaitu telah terjadinya kesepakatan antar para pelaku usaha (meeting of minds).
2. Pertimbangan  Sosiologis
Dalam putusan ini, tidak terdapat pertimbangan dari aspek sosiologis oleh Majelis Komisi. Majelis Komisi hanya mempertimbangkan unsur konsumen yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan bahwa “konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain” tetapi tidak mempertimbangkan besarnya dampak kerugian bagi konsumen yang muncul akibat adanya perjanjian penetapan harga tiket pada sektor jasa pengangkutan udara.  
3. Pertimbangan Yuridis
Dalam putusan ini Majelis Komisi  mempertimbangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu perjanjian. Kemudian, berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2011 menyatakan tentang bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah (d) kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan (f) kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
4. Pendapat Peneliti
Setelah peneliti menjelaskan mengenai posisi kasus perjanjian penetapan harga Nomor 15/KPPU-I/2019 beserta Dasar Pertimbangan hukum Majelis Hakim peneliti tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim. Sebab,  walaupun putusan KPPU ini dari aspek filosofis memang sesuai dengan aspek filosofis dalam teori perjanjian. Namun, terdapat perbuatan-perbuatan yang  melanggar aspek filosofis dalam teori utilitas yang pada teori ini lebih menitikberatkan pada sebuah tujuan hukum yang dicapai memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat umum. Tetapi, perbuatan dalam perkara ini hanya mendatangkan kerugian bagi masyarakat umum atau bisa disebut juga sebagai konsumen.  Lalu, dari aspek sosiologis melihat dari fakta hukum atau fakta sosiologisnya peneliti kurang setuju dengan keputusan Majelis Komisi karena tidak memberikan kesetimbangan bagi para konsumen karena dampak dari perjanjian penetapan harga antara tujuh maskapai penerbangan ini memberikan banyak kerugian bagi konsumen dan dari aspek yuridis menurut saya Majelis Komisi masih kurang mempertimbangkan aspek yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang pada umumnya, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang selalu berkesinambungan. Hubungan ini tercipta karena keduanya memiliki level ketergantungan yang sangat tinggi. 

PENUTUP
	Sanksi administratif  yang dikenakan kepada Para Terlapor dalam putusan ini yaitu hanya memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, dapat diperhatikan bahwa salah satu dasar hukum Undang-Undang Anti Monopoli yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 implementasinya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih belum sempurna. 
	Pada putusan ini, Majelis KPPU mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Tetapi, tidak sesuai dengan aspek filosofis dalam teori utilitas. Dari aspek sosiologis Majelis Komisi kurang mempertimbangkan aspek ini sehingga putusan KPPU nomor 15/KPPU-I/2019 dinilai kurang tepat dan terakhir dari aspek yuridis Majelis Komisi masih kurang mempertimbangkan aspek yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang pada umumnya, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang selalu berkesinambungan. 
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